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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan beberapa hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya 
serta penelitian yang telah dilakukan di Bank UMKM Jawa Timur Cabang 
Pacitan, maka dapat diterik kesimpulan beserta saran kepada Bank UMKM Jawa 
Timur sebagai objek Penelitian 
5.1. Kesimpulan 
Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia melaksanakan 
pembangunan nasional yang juga mencangkup pembangunan di sektor ekonomi 
yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dalam sektor ekonomi 
ada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disebut UMKM. Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dalam pembangunan 
sektor ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan jumlah 
usahanya meningkat 1.328.148 dari tahun 2011 hingga 2012. Kontribusi Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak kalah tinggi. Menurut data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS)  pada tahun 2012, UMKM menyumbang Produk Domestik 
Bruto (PDB) sebesar 1.504.928,20 milyar atau 9,90 persen. Kontribusi yang 
begitu besar berimbas tercitanya lapangan kerja baru sehingga dapat menarik 
tenaga kerja. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, UMKM 
menyerap 107.657.509 pekerja.  
Namun, secara umum UMKM mempunyai kendala salah satunya dalam segi 





UMKM dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dengan menjalankan fungsi 
intermediasi yaitu menampung dana pihak ketiga dan menyalurkannya dalam 
bentuk kredit, bank dapat membantu kendala permodalan yang dihadapi pelaku 
UMKM. Dengan menyalurkan kredit pada UMKM, diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya 
penanggulangan masalah-masalah sosial maupun ekonomi di Indonesia. Namun 
dalam pemberian kredit tidak akan terlepas dari adanya resiko kemacetan 
pembayaran. Dengan adanya resiko tinggi ini, maka bank harus melaksanakan 
prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya kredit macet yang akan sangat 
merugikan bank. 
Untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kerugian akibat kredit macet, 
maka bank harus menerapkan suatu system yang efektif dan berkesinambungan 
untuk memonitoring fasilitas kredit yang telah diberikan. Sistem tersebut adalah 
Early Warning System, suatu mekanisme atau sistem deteksi atau pengenalan 
terhadap tanda-tanda atau gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi 
perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha debitur. 
Dengan melakukan penelitian pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang 
Pacitan, sehingga dapat memahami tujuan dari penelitian, sebagai berikut : 
1. Tujuan yang pertama adalah mengetahui penerapan Early Warning System 
pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan. Penerapan Early Warning 
System dalam pemantauan kredit UMKM pada Bank UMKM Jawa Timur ini 
diatur dalam Surat Keputusan Tentang Pemberian Kredit Untuk Semua Usaha 





monitoring dilakukan selambat-lambatnya satu bulan setelah droping kredit 
dan selanjutnya dilakukan minimal 3 bulan sekali. Agar pelaksanaan Early 
Warning System  berjalan efektif, maka bank membuat mekanisme 
pelaksanaan Early Warning System. Yang pertama, bank harus 
mengelompokkan debitur ke dalam beberapa peringkat yang disebut Risk 
Rating. pengelompokkan debitur tersebut didasarkan atas resiko (Risk Rating 
Debitur) usahanya. Berdasarkan Risk Rating Debitur, maka treatment 
pengawasan kredit dilakukan sesuai dengan masing-masing level risk. 
Debitur dengan peringkat Highest Quality maka monitoring dilakukan 
setahun sekali, Satisfactory Quality monitoring dilakukan setahun sekali, 
Good Quality monitoring dilakukan 6 bulan sekali, Below Average Quality 
monitoring dilakukan 3 bulan sekali sedangkan peringkat yang paling rendah, 
Poor Quality monitoring dilakukan setiap bulan. Setelah menetapkan jadwal 
monitoring, selanjutnya Account Officer (AO) melakukan pemantauan 
menggunakan Early Warning System (EWS). Dalam pemantauan tersebut AO 
dapat mengklasifikansikan 4 tanda peringatan dini yaitu Financial Warning 
Signals, Operating Warning Signals, Management Warning Signals dan 
Banking Warning Signal. Setelah mengumpulkan gejala-gejala yang ada 
dalam 4 peringatan tersebut, AO harus menganalisa temuan tersebut. Stelah 
itu baru dapat menetapkan permasalahannya dan melakukan tindak lanjut 
yang sesuai. 
Dalam pelaksanaan EWS pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan 





Sumber tersebut adalah data survey awal debitur, laporan keuangan debitur, 
mutasi kredit debitur, omzet dan data lainnya. Sumber-sumber tersebut akan 
digunakan sebagai bahan pantauan atas usaha debitur.dari sumber-sumber 
tersebut juga dapat dilihat gejala yang mungkin muncul pada usaha debitur.  
Gejala yang muncul dan mengakibatkan kemunduran usaha debitur 
adalah menurunnya rasio-rasio laporan keuangannya, hasil produksi yang 
tidak mencapai target, manajemen usaha debitur yang sering berganti, dan 
debitur yang menjadi sulit untuk dihubungi. Adanya temuan gejala tersebut 
mengharuskan AO untuk menganalisa penyebab munculnya gejala tersebut. 
Sehingga tindak lanjut dapat tepat sasaran untuk mengatasu gejala tersebut. 
Tindakan korektif bank antara lain adalah melakukan pembinaan usaha 
debitur dan upaya penyelamatan kredit. Jika gejala yang ditemui bank tidak 
berpengaruh terhadap repayment debitur, maka bank hanya melakukan 
pembinaan untuk peningkatan usaha debitur. Namun jika gejala yang ditemui 
berpengaruh dengan repayment debitur atau debitur memasuki kolektabilitas 
4, maka bank akan melakukan penyelamatan kredit yang meliputi 
rescheduling, restructuring, reconditioning, hinggga eksekusi jaminan. 
Meskipun debitur mengalami peningkatan dari kolektabilitas NPL 
menjadi lancar kembali, pelaksanaan EWS tetap akan berlangsung secara 
rutin dan berkesinambungan. Dan pelaksanaan EWS dapat berakhir ketika 
kredit itu lunas. 
2. Tujuan yang kedua adalah mengetahui manfaat pelaksanaan EWS pada Bank 





pelaksanaan EWS bagi bank dan bagi nasabah. Manfaat bagi bank adalah 
mengurangi NPL, dapat melakukan tindakan korektif yang tepat, mengurangi 
biaya PPAP, memelihara kredit lancar dan meminimalisir resiko kredit. 
Sedangkan manfaat yang diperoleh debitur adalah memperoleh pembinaan 
atas usahanya, dapat mengetahui gejala kemunduran usahanya dan semagat 
meningkatkan usahanya. 
3. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui cara penanangan kredit yang sudah 
memasuki kolektabilitas 4 atau macet. Penangan kredit macet tersebut adalah 
sebagai berikut : 
a) Pemanggilan kepada debitur, membuat surat pernyataan kesanggupan 
membayar dan wanprestasi. 
b) Memberikan surat peringatan I sampai III. 
c) Peningkatan perikatan jaminan; SKMHT menjadi APHT. 
d) Somasi dari KP2NL/Pengadilan. 
e) Pelelangan barang jaminan melalui KP2NL 
4. Tujuan yang keempat adalah mengetahui hambatan dalam pelaksanaan EWS. 
Hambatan tersebut adalah nasabah yang menjadi tidak terbuka dan susah 
ditemui serta Account Officer yang kurang kompeten. Biasanya setelah kredit 
direalisasi, sikap nasabah berubah menjadi sulit ditemui bahkan merasa 
terganggu ketika bank melakukan monitoring. Selain itu AO yang kurang 
kompeten juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan EWS. Account Officer 





permasalahan yang terjadi di usaha debitur. Dengan begitu tindakan korektif 
yang dilakukan akan kurang tepat sasaran 
Maka solusi yang ditempuh bank untuk mengatasi hambatan tersebut 
adalah Melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan meluangkan dan 
menyesuaikan waktu dari debitur untuk bisa melakukan komunikasi dengan 
baik.  
5. Dengan adanya hambatan tersebut, maka tujuan yang terakhir adalah 
mengetahui solusi atas hambatan diatas. Maka solusi yang dilakukan oleh 
bank adalah Account Officer harus mampu menjalin komunikasi dengan baik 
bahkan akrab dengan debitur. Sehingga dengan begitu debitur merasa nyaman 
untuk menceritakan masalah usahanya pada Account Officer. 
Solusi yang kedua adalah Memberikan pelatihan kepada Account 
Officer. Adanya program Early Warning System dalam pemantauan kredit 
UMKM ini sangatlah bermanfaat dan terbukti menurunkan Non Performing 
Loan. Maka dalam pelaksanaanya harus dilakukan oleh sumber daya yang 
terlatih dan benar-benar mengerti mengenai laporan keuangan dan rasio-rasio 
yang berkaitan. Karena dengan kemampuan membaca dari laporan keuangan 
dan menurunnya rasio-rasio tersebut, gejala penurunan usaha debitur dapat 
terdeteksi. 
5.2. Saran 
Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 






1. Terkait dengn karakter nasabah yang berbeda –beda, hambatan yang 
ditemui oleh Bank UMKM Jawa Timur adalah perubahan perilaku 
debitur yang menjadi terganggu dan sulit ditemui. Maka saran yang dapat 
diberikan adalah agar penerapan EWS dalam pemantauan kredit lebih 
ditigkatkan lagi. 
2. Menguatkan koordinasi antar sesama Account Officer. Dengan 
menguatkan koordinasi antar  Account Officer, maka Account Officer 








Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010). Analisis Kebijakan Publik: 
Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu 
Media 
Haris Warsita Aditya dan Khrisna. 2011. Early Warning System (Ews) Sebagai  
Penerapan Prinsip Kehati- Hatian Pengelolaan Risiko Kredit. Skrisi 
Sarjana tak diterbitkan. Universitas Brawijawa 
Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Cetakan 
Pertama. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 
Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Yogyakarta 
: UPP STIM YKPN 
Kasmir, S.E, M.M, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Raja 
Graffindo Pers. 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.10 Tanggal 10 November 1998 
Tentang Perbankan. 20 Maret 2014 
Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 
UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM 
Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan 
Kasmir, S.E, M.M, 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya .Raja Graffindo  
Pers. Jakarta 
Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM 





Wikipedia. Bank, (http://id.wikipedia.org/wiki/Bank, diakses, 20 Maret 2014) 
Info UKM. 2008. Usaha Kecil dan Menengah ( http://infoukm.wordpress.com/, 
 diakses, 22 April 2014). 
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pemantauan (http://www.bphn.go.id, 
 diakses, 20 Juni 2014) 
BPPK. Early Warning System (http://www.bppk.depkeu.go.id. 20 Juni 2014) 
